
BUPATI LAMONGAN 
PROVINSIJAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 39 TAHUN 2017 

TENTANG 

ISALINANI 

PERATURAN PELAKSANMN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN 

DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 

Menimbang 

Mengingat 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 

13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 

19 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26 ayat 
(6), Pasal 37 ayat (6) dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan 
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Larnongan. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan 
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 
1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 
I 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5256); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 42 
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5650); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
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beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5714); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 

tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian bagi Pegawai Aaparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5740); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Daerah 
Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Presiden 
Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 

Nomor 28 
Republik 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199); 



Menetapkan 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, dan 
Pertanggungjawaban luran Jaminan Kecelakaan 
Kerja dan Jaminan Kematian yang Berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 996); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 

Tahun 2017 tentang Pengelompokan 
Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
10 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 

2017 Nomor 10); 
22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Ka bu paten 
Lamongan. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK 
KEUANGAN DAN ADMlNISTRATIF PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN. 



BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. 
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut 

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua 
dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan sesuai peraturan 

perundang-undangan. 
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut 

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota 
DPRD Kabupaten Lamongan sesuai peraturan perundang-undangan. 

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut 
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Raeyat Daerah 

Kabupaten Lamongan. 
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 

menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang 
ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran 
tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana 

Operasional Pimpinan DPRD. 
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya 

sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. 
10. Tunjangan Komunikasi lntensif selanjutnya disebut TKI adalah uang 

yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan 
dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota 

DPRD. 
11. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan 

DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses. 
12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan 

agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang 
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya 
dibayar oleh pemerintah. 

13. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan 
kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan 

tunjangan cacat. 
14. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas risiko kematian bukan 

akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. 
15. Pakaian Dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas 

kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD. 
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16. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD. 
17. Dana Operasional Pimpinan DPRD selanjutnya disebut Dana 

Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan 
untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan 
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan 
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. 

18. Hari adalah hari kerja. 

BAB II 
KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 

Kabupaten Lamongan ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan 

Daerah Sedang. 

BAB III 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES 
Pasal3 

(1) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, TKI untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 
sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD. 

(2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Tunjangan Reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD 
diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD. 

BAB IV 
JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN KECELAKAAN 

KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN 

Bagian Kesatu 
Jaminan Kesehatan 

Pasal 4 

(1) Jaminan kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 
dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Juran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebesar 5% (lima persen) 

dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan 
ketentuan: 
a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan 
b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD 

bersangkutan. 
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(3) Jaminan kesehatan juga termasuk untuk suami/istri dan anak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

(1) Selain jaminan kesehatan, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan 
pemeriksaan kesehatan (general check up) yang diJaksanakan 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri. 

(2) Waktu pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah 

dr. Soegiri. 
(3) Pemeriksaan kesehatan tidak disediakan untuk suami/istri dan anak. 

Bagian Kedua 
Jaminan Kecelak:aan Kerja dan Jaminan Kematian 

Pasal 6 

(1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan dalam 

bentuk 1uran kepada Sadan PenyeJenggara Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(2) Juran jaminan keceJakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan 
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan. 

(3) Juran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 
0,30% (no! koma tiga puluh persen) dari penghasiJan Pimpinan dan 

Anggota DPRD setiap bulan. 
(4) Juran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayar oleh 

Pemerintah Daerah. 

BABY 
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT 

Bagian Kesatu 
Jenis dan Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut 

Pasal 7 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut. 
(2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) 

tahun; 
b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 {satu) tahun; 
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) 

tahun; 

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang 
dalam 1 (satu) tahun; dan 
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e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang 
dalam I (satu) tahun. 

(3) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas: 
a. pin lambang daerah; 
b. kartu identitas dan nama tag; dan 
c. papan nama. 

(4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disediakan 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti. 

(5) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c 
disediakan I (satu) kali setahun. 

Bagian Kedua 
Standar Harga 

Pasal8 

(1) Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan 
prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan. 

(2) Standar harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD 
berpedoman pada Standar Satuan Harga pada Pemerintah Daerah. 

Bagian Ketiga 
Penyediaan 

Pasa19 

Penyediaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 
dilakukan melalui pengadaan barang/jasa Sekretariat DPRD. 

BAB VI 
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

Pasal 10 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan. 

(2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
untuk: 
a. Ketua DPRD sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus 

ribu rupiah) per bulan. 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus 

ribu rupiah) per bulan. 
c. Anggota DPRD sebesar Rp?.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu 

rupiah) per bulan. 

Pasal 11 

(1) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi. 
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(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebesar RpS.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 
bulan. 

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah 
termasuk Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21). 

Pasal 12 

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 
Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan 
dalam bentuk uang termasuk Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) dan 
dibayarkan setiap bulan. 

BAB VII 
DANA OPERASIONAL 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 13 

Untuk menunJang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan 
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan 
Dana Operasional yang diberikan setiap bulan. 

Pasal 14 

Penganggaran Dana Operasional disusun secara kolektif oleh Sekretaris 
DPRD dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua 

DPRD; dan 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari uang 

representasi Wakil Ketua DPRD. 

Pasal 15 

Pemberian Dana Operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan : 
a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua 

biaya atau disebut lumpsum; dan 
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional 

lainnya. 



Bagian Kedua 
Tata Cara Pengajuan 

Pasal 16 
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(1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran 
langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/ 12 (satu per dua 
belas) dari pagu I (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran. 

(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), Sekretaris DPRD mengajukan surat perintah 
membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/ 12 
(satu per dua belas) dari pagu I (satu) tahun anggaran kepada 
bendahara umum daerah. 

(3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dengan dilampiri : 
a. daftar penerima Dana Operasional; dan 
b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang 

menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan 
peruntukannya. 

(4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah 
pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah 
membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening 
bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD. 

Pasal 17 

(1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(4) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara 
sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, 
berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan 
Wakil Ketua DPRD. 

(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(4) mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dengan berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengena1 
pengelolaan keuangan daerah. 

Bagian Ketiga 
Pertanggungjawaban Dana Operasional 

Pasal 18 

( 1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan 
DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan 
penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibuktikan dengan laporan 
penggunaan Dana Operasional. 
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(3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran 
yang lengkap dan sah. 

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban 
penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling 
lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

(5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan 
sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan. 

(6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk 
pengajuan pencairan dana bulan berikutnya. 

Pasal 19 

Dalam ha! terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai 
dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD 
menyetorkan sisa Dana Operasional ke kas daerah. 

BAB VIII 

TENAGA AHLI FRAKSI 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 20 

(1) Untuk mendukung tugas Fraksi, setiap Fraksi disediakan 1 (satu) 
tenaga ahli fraksi. 

(2) Tenaga Ahli Fraksi minimal berijasah Sarjana, dan mempunyai 
kemampuan untuk mendukung tugas fraksi. 

(3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli fraksi dilakukan melalui 
usulan yang disampaikan Fraksi kepada Sekretaris DPRD untuk 
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. 

(4) Pengadaan tenaga ahli fraksi dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi 

Pasal 21 

(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
bekerja setiap hari. 

(2) Selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli Fraksi 
bekerja pada hari lain sesuai kebutuhan Fraksi. 

(3) Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD diberikan sebesar 
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. 



BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal22 
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Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan besaran 
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dibayarkan terhitung mulai 
bulan Agustus 2017. 

Pasal 23 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 
a. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/34/Kep/413.013/2016 

tentang Tunjangan Perumaban bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan; dan 

b. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/371/Kep/413.013/2016 
tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Lamongan Tabun Anggaran 2017. 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 25 September 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
LAMONGAN, 

ttd. 
YUHROHNUR EFENDI 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 25 September 2017 

BUPATI LAMONGAN, 
ttd. 

FADEL! 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMON GAN TAHUN 2017 NOMOR 39 

Sal{~~\,,a\?engan aslinya 
. Pit. Ke an Hukum, 

..• ,,,..--· 

. .·.. ' o.O. ,---
' . . ~,__,~-


